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PUTUSAN
Nomor 5\50IPfit.GI2021IPA.PWI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXxxxX,
tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxx XXxXXx
XXXxXX, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada
tanggal 08  September 2021 dengan register perkara  Nomor
550/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 21 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/10/IV/2021, tertanggal 3
September 2021,
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan
Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
kediaman di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI
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MANDAR, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon
dan Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak
masing-masing bernama:
4.1. Muhammad Radil bin Rusman, umur 8 tahun
4.2 Rusdila Latif binti Rusman, 5 tahun
Dan kini anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak
kedua dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Maret 2017, Pemohon pergi
melaut setelah 1 bulan kepergianya Pemohon kembali dan mendengar kabar
bahwa Termohon pergi merantau ke Kalimantan dan tanpa sepengetahuan
Pemohon, setelah 2 bulan kepergian Termohon, Pemohon mendengar kabar
dari orang tua Termohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-
laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa 7 bulan setelah Pemohon mendengar kabar tentang
pernikahan Termohon tepatnya pada bulan Oktober 2017 Termohon datang
bersama suami baru Termohon ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal selama 4 tahun 5 bulan;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih
baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Polewali cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, (Mahadia binti Abd. Latif), di depan sidang
Pengadilan Agama Polewali;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup
rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/10/1V/2021 Tanggal 03 September
2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah
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dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Hj. Ma,minati binti Andi Aco, umur 46 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXxX, bertempat tinggal di

KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Tante Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah
tangga secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua
Termohon, kemudian di rumah bersama di KABUPATEN POLEWALI
MANDAR,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017
sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon terpisah tempat
karena Pemohon melaut;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak
bulan Maret 2017 tersebut yakni sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah
untuk melaut dan Termohon pergi ke Kalimantan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,

bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Tante Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah
tangga secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua
Termohon, kemudian di rumah bersama di KABUPATEN POLEWALI
MANDAR,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017
sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon terpisah tempat
karena Pemohon melaut;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak
bulan Maret 2017 tersebut yakni sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah
untuk melaut dan Termohon pergi ke Kalimantan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir
sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon telah dilakukan
upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya
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untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir
sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali
bila ternyata menurut Pengadilan permohonan tidak mempunyai dasar hukum
atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai
adalah bahwa sejak Maret 2017 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
pergi merantau ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga
mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 tahun 5
bulan, dan setelah pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi
layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut
Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis
Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah berdasar dan
beralasan hukum, Termohon pun dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak
membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir
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di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (lex spesialis), maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya
alasan Pemohon bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban
umum (public order);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengacu kepada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan
keluarga dan orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon yang telah
diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Pemohon harus membuktikan
alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

- Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselsihan dan pertengkaran?

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan permohonan cerainya,
Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa
Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2012, relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal
21 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
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memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, bukti
tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah

dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa sejak Maret 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama pisah tempat tinggal

sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek
hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian,
dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat
telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, di mana Termohon pergi merantau ke Kalimantan
tanpa sepengetahuan Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Pemohon dengan menasihatinya agar mengurungkan niatnya
bercerai dengan Termohon, namun usaha tidak berhasil, dan senyatanya juga
Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Maret 2017 sampai sekarang, sehingga
hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban
batin dan mu’asaroh bil ma’ruf sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : ”"Suami istri wajib saling
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cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir
batin yang satu kepada yang lain”, Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi
istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)
dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan
lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan
pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun,
halaman 40 yang diambil aIiQ sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

w2959 AWV b ais LNAI ] a2l awaw 0]

alll 590> aol8] pac au>goll sbiasdl

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah
adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum

Allah.”

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai: hati Pemohon dan
Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci
dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon pergi merantau
ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, dah bahkan keduanya pisah dan
tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan
perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan
perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalii permohonan
sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk
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bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan
ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di
persidangan sebagai wakil/lkuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang
sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasaran
kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil
dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan
Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Polewali;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah); .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Polewali pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 5 Safar 1443 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.
Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
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oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.
Hakim Anggota

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.l.

Perincian biaya :

Ketua Majelis,

Dewiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

- PNPBP ‘Rp 70.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 340.000,00
- Pemberitahuan isi putusan ‘Rp 170.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).
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